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ABSTRAK 

Penyusunan Legal Memorandum ini merumuskan masalah pokok dengan 

latar belakang bahwa Tindak Pidana Pencucian adalah Setiap Orang yang 

menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, 

menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, 

menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta 

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. 

Hukum Pidana objektif terdapat Hukum pidana materiil, yang berisikan 

peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman dan 

Hukum pidana formal, yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung 

cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman. 

Hasil penulisan ini dapat disimpulkan bahwa setiap Lembaga yang 

berwenang untuk melakukan tindakan maka harus sesuai dengan aturan yang 

berlaku dan jika terjadi suatu kekeliruan dalam penetapan atau putusan maka 

harus melakukan langkah hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
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Abstract 

The drafting of this Legal Memorandum formulates a fundamental problem with the 

background that a laundering criminal act is any person who places, transfers, redirects, 

spends, comforts, entrust, carries abroad, change the form, exchange it with a currency or 

securities or other deeds on the property that it knows or is alleged to be the result of a 

criminal offence with the intention of hiding or disguise the origin of property. 

Criminal law objective there is a material criminal law which contains regulations on 

deeds that can be threatened with punishment and formal criminal law, which is a number of 

regulations that contain the ways of the State to use the right to do punishment. 

The results of this writing can be concluded that any institution that is authorized to 

take action then must comply with the prevailing rules and if there is a mistake in the 

establishment or the decision then must take the appropriate legal measures Applicable 

regulations. 
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